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Abstract. The aim of this study is to explore the ethical principles applied in the process of creating and 

implementing poverty alleviation policies in Kabupaten Bima, utilizing a qualitative descriptive approach. 

Informants were selected purposively, involving key figures such as government officials from the Social Services 

and Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Kabupaten Bima, academics, and community activists, 

to gather data through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings 

indicate that the success of these policies heavily depends on the implementation of transparency, distributive 

justice, and accountability. Transparency ensures that the policy process can be followed and monitored by the 

public, enhancing trust and community participation. Distributive justice promotes the fair allocation of 

resources, ensuring that all segments of society feel the benefits of the implemented policies. Meanwhile, 

accountability underscores the government's responsibility in managing and reporting resources fairly and 

honestly. This research also highlights the importance of using information technology to support transparency 

and enhance community participation, as well as strengthening the capacities of both government and 

communities to create an ethical and effective poverty alleviation system.  
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Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam proses 

pembuatan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima, dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan informan secara purposive, yang melibatkan figur-figur kunci seperti 

pejabat pemerintah melalui Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Bima, akademisi, dan aktivis masyarakat, untuk 

mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan 

menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada penerapan transparansi, keadilan 

distributif, dan akuntabilitas. Transparansi memastikan bahwa proses kebijakan dapat diikuti dan diawasi oleh 

publik, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Keadilan distributif mempromosikan alokasi 

sumber daya yang adil, memastikan bahwa semua segmen masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang 

diimplementasikan. Sementara itu, akuntabilitas menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan 

melaporkan sumber daya secara adil dan jujur. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan 

teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat 

kapasitas baik pemerintah maupun masyarakat untuk menciptakan sebuah sistem pengentasan kemiskinan yang 

etis dan efektif. 

 

Kata kunci: etika, pengentasan kemiskinan, kebijakan, dignitas. 

 

 

PENDAHULUAN 

Etika dalam kebijakan publik di daerah adalah fondasi yang menjamin bahwa setiap 

tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan integritas, 

keadilan, dan transparansi (Baumane-Vitolina et al., 2016) (Dwi Urip Wardoyo et al., 2021). 

Dalam prakteknya, etika membantu mengarahkan pembuatan kebijakan yang tidak hanya 

memenuhi tujuan efektivitas tetapi juga menegakkan prinsip moral yang mendukung 

kepentingan umum (Grönum, 2015) (Palijama et al., 2022). Prinsip ini sangat penting karena 

pemerintah daerah berperan langsung dalam menyediakan layanan dan regulasi yang 

berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warganya (Istan, 2017). Dengan menerapkan 
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etika yang kuat, pemerintah daerah dapat menghindari kebijakan yang menguntungkan 

sekelompok kecil masyarakat saja atau kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi 

atau kelompok tertentu (Bisri & Asmoro, 2019) (Putri, 2017). Transparansi memainkan peran 

kunci di sini, memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan memahami proses pengambilan 

keputusan serta berpartisipasi dalam debat dan diskusi yang konstruktif, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung legitimasi tindakan pemerintah 

(McDonald, 2018). 

Selain itu, keadilan dan akuntabilitas adalah komponen penting lainnya dari etika dalam 

kebijakan publik di daerah (Chakrabarty & Erin Bass, 2015). Keadilan menuntut bahwa 

kebijakan harus diproses dan diimplementasikan dengan cara yang memastikan distribusi 

manfaat dan beban secara adil di antara semua segmen masyarakat, tanpa diskriminasi (Subhan, 

2017). Akuntabilitas berarti bahwa pejabat publik harus dapat menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat (Alfianita et 

al., 2015). Mekanisme akuntabilitas yang efektif, seperti audit, evaluasi kebijakan, dan 

mekanisme umpan balik publik, membantu memastikan bahwa kebijakan publik dikelola 

dengan cara yang bertanggung jawab (Sutapa, 2018). Responsivitas juga sangat penting; 

kebijakan yang responsif menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan dan merespons 

kebutuhan dan tantangan yang dihadapi warganya secara aktif (Sururi, 2017) (Syakiran Akmal 

Ismail et al., 2018). Ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa dihargai dan 

bagian dari proses pembangunan, yang secara langsung mendukung prinsip-prinsip demokrasi 

dan meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut (Widanti, 2022). 

Namun menerapkan etika dalam pengambilan kebijakan publik sering kali dihadapkan 

pada berbagai tantangan dan kelemahan yang dapat menghambat efektivitas dan integritas 

proses tersebut (Ikhsania, 2015). Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan, di 

mana individu yang terlibat dalam pembuatan kebijakan mungkin memiliki kepentingan 

pribadi atau profesional yang bertentangan dengan tugas mereka untuk melayani kepentingan 

umum (Ainley, 2017). Konflik kepentingan ini bisa bersifat finansial, seperti pemilik bisnis 

yang juga menjabat sebagai pejabat publik yang kebijakannya bisa menguntungkan bisnis 

pribadinya, atau bisa juga non-finansial, seperti tekanan dari kelompok kepentingan yang kuat 

yang mungkin mempengaruhi keputusan pejabat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam 

proses pembuatan kebijakan sering kali menyulitkan masyarakat untuk mengawasi dan 

memahami keputusan yang diambil, yang dapat mengarah pada skeptisisme dan hilangnya 

kepercayaan terhadap pemerintah (Afkarina et al., 2023). Ketidaktransparanan ini 
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memperburuk potensi untuk nepotisme dan favoritisme, dimana kebijakan bisa jadi lebih 

melayani kepentingan pribadi daripada kepentingan publik (Budiman et al., 2022). 

Kelemahan lain dalam menerapkan etika dalam kebijakan publik adalah kurangnya 

sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi pejabat publik untuk memahami dan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip etis secara efektif (Rizki Afri Mulia, 2022). Banyak 

pemerintah daerah yang berjuang dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, 

membuatnya sulit untuk membangun dan memelihara sistem yang mendukung etika yang kuat 

dalam pengambilan keputusan (Wateh, 2022). Selanjutnya, tantangan besar lainnya adalah 

resistensi terhadap perubahan dari dalam sistem (Halisa et al., 2022). Birokrasi yang sudah 

mapan sering kali menunjukkan keengganan untuk mengadopsi praktik baru yang lebih 

transparan atau lebih bertanggung jawab, karena hal ini mungkin mengganggu status quo dan 

kepentingan yang sudah tertanam (Dt, 2003). Dinamika kekuasaan dalam politik dan 

pemerintahan juga bisa menyebabkan tantangan, di mana pejabat dengan pengaruh lebih besar 

mungkin menggunakan posisi mereka untuk memanipulasi atau mengabaikan protokol etis 

demi mencapai tujuan politik atau pribadi. Ini menciptakan lingkungan di mana etika sering 

kali dikesampingkan demi kepraktisan atau keuntungan politik, mengurangi kualitas dan 

keadilan dari kebijakan yang dihasilkan, serta merusak integritas sistem pemerintahan secara 

keseluruhan (Prayetno, 2013). 

Demikian di Kabupaten Bima. Dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kabupaten 

Bima, tantangan etis yang dihadapi mencerminkan kompleksitas dalam tata kelola lokal yang 

mempengaruhi keefektifan dan keadilan dalam layanan publik (Annur, 2013). Latar belakang 

masalah ini dapat ditelusuri ke berbagai faktor yang mengganggu integritas dan efisiensi proses 

pembuatan kebijakan. Pertama, konflik kepentingan menjadi masalah kritis, di mana pejabat 

publik mungkin memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang bertentangan dengan tugas 

mereka untuk melayani kepentingan umum (Studi et al., 2020). Situasi ini sering kali 

diperparah oleh tekanan dari kelompok kepentingan yang kuat, yang memiliki sumber daya 

untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan tertentu, sering kali 

mengorbankan kebutuhan yang lebih luas dari masyarakat . Kedua faktor ini, bersama dengan 

kurangnya transparansi, menyebabkan kebijakan yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan 

nyata masyarakat, tetapi lebih kepada hasil dari negosiasi dan kompromi di antara pihak-pihak 

berpengaruh (Prapti & Betiri, 2021). 

Lebih lanjut, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan 

menciptakan ruang bagi praktik nepotisme dan favoritisme, yang mengarah pada distribusi 

sumber daya yang tidak adil dan efisiensi yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan publik. 
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Ketika keputusan tidak dibuat berdasarkan data atau kebutuhan nyata tetapi oleh hubungan 

pribadi atau imbalan, hal ini menimbulkan skeptisisme dan hilangnya kepercayaan terhadap 

pemerintah. Kehilangan kepercayaan ini berdampak negatif pada partisipasi publik, 

mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dan menghambat pengawasan 

masyarakat terhadap pemerintahan. Akibatnya, efektivitas kebijakan publik berkurang karena 

kurangnya masukan dan pengawasan dari masyarakat yang seharusnya dilayani oleh kebijakan 

tersebut (Nikijuluw, 2001). 

Dinamika kekuasaan yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan Kabupaten 

Bima juga berperan dalam mempertahankan status quo yang menghambat adopsi praktik baru 

yang lebih transparan atau bertanggung jawab (Hasanah, 2019). Pemangku kepentingan yang 

telah berkuasa sering kali menentang perubahan yang dapat mengurangi kontrol mereka atas 

sumber daya dan proses kebijakan (Yunaida, 2018). Sikap ini tidak hanya memperlambat 

inovasi dalam tata kelola tetapi juga menghambat implementasi reformasi yang diperlukan 

untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hariatih dan Sukardi, 2022). 

Tanpa perubahan mendasar dalam cara kebijakan dibuat dan diimplementasikan, sulit untuk 

mencapai perbaikan nyata dalam transparansi, keadilan, dan efektivitas layanan publik, yang 

krusial untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima. 

Untuk itu, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

bagaimana kebijakan tersebut menghormati dan mempertahankan dignitas masyarakat, sambil 

berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada 

analisis kebijakan yang ada, proses pengambilan keputusan, serta dampak dari kebijakan 

tersebut terhadap populasi yang miskin. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kebijakan 

tersebut dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang sebenarnya, serta untuk mengeksplorasi peran berbagai stakeholder, termasuk 

pemerintah lokal, kelompok masyarakat, dan lembaga donor dalam proses ini. Selain itu, 

penelitian ini juga berupaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu 

dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih etis dan efektif, yang tidak hanya 

mengurangi angka kemiskinan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan rasa hormat 

terhadap warga yang terkena dampak. 

Urgensi dari penelitian ini timbul dari situasi kemiskinan yang persisten di Kabupaten 

Bima, yang memerlukan pendekatan baru dalam pembuatan dan implementasi kebijakan untuk 

mengatasi masalah ini secara lebih efektif dan etis. Penelitian ini penting karena memberikan 
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pandangan mendalam tentang bagaimana etika kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas 

program pengentasan kemiskinan dan integritas pengambilan keputusan publik. Ini juga 

menanggapi kebutuhan untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dalam kebijakan publik, 

yaitu menjaga dignitas individu. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap 

etika kebijakan sebagai kerangka utama dalam menilai dan mengarahkan upaya pengentasan 

kemiskinan. Ini membawa perspektif baru ke dalam debat pengentasan kemiskinan yang sering 

kali lebih terfokus pada hasil ekonomi daripada pada proses dan metode yang digunakan. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana 

kebijakan yang tidak hanya efektif dari segi ekonomi tetapi juga kuat dari segi etika dapat 

merubah cara pemerintah dan masyarakat bekerja bersama dalam menghadapi masalah 

kemiskinan, sekaligus menginspirasi pembuatan kebijakan serupa di wilayah lain yang 

menghadapi tantangan serupa. 

 

METODE 

Dalam penelitian tentang etika kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima, 

pendekatan metodologis yang diadopsi adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika 

yang diterapkan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Informan untuk 

penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari individu yang 

memiliki peran kunci dan pengalaman langsung terkait dengan kebijakan sosial, termasuk 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, akademisi, praktisi 

hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Proses pengumpulan data dijalankan melalui 

beberapa metode: wawancara mendalam yang bertujuan untuk menggali pemikiran, persepsi, 

dan pengalaman informan secara rinci; observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti 

untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai interaksi dan praktik sehari-hari terkait 

dengan implementasi kebijakan; serta studi dokumentasi yang membantu dalam 

mengumpulkan data historis dan kontemporer yang relevan dengan kebijakan pengentasan 

kemiskinan. Pendekatan ini memberikan lapisan data yang komprehensif, yang kemudian 

dianalisis menggunakan model iteraktif. Model analisis ini mencakup tiga tahap utama, yaitu 

reduksi data, di mana data disederhanakan dan difokuskan; penyajian data, yang mengatur 

informasi sehingga bisa lebih mudah diinterpretasikan; serta penarikan kesimpulan, di mana 

peneliti menarik inferensi dari data yang dikumpulkan. Tahapan ini diulang secara siklis untuk 

memastikan bahwa setiap temuan dan interpretasi yang muncul akurat dan mencerminkan 

realitas yang ada, memungkinkan penyesuaian perspektif berdasarkan verifikasi data terbaru. 
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Pendekatan ini memastikan validitas dan reliabilitas temuan, serta mendukung pengembangan 

rekomendasi yang berbasis bukti untuk pembuatan dan implementasi kebijakan yang lebih etis 

dan efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa indikator penting untuk mengukur 

efektivitas dan etika dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Indikator pertama adalah 

transparansi proses kebijakan, yang menilai sejauh mana kebijakan dibuat dan 

diimplementasikan secara terbuka, memungkinkan akses publik ke informasi dan partisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan. Indikator kedua adalah keadilan distributif, yang 

mengukur kemampuan kebijakan untuk mendistribusikan sumber daya secara adil di antara 

semua kelompok masyarakat, khususnya yang paling rentan. Indikator ketiga adalah 

akuntabilitas, yang mencakup mekanisme yang menjamin pejabat dan institusi pemerintah 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dalam pengelolaan dan implementasi 

kebijakan. Selain itu, penelitian juga memperhatikan indikator keberlanjutan kebijakan, yaitu 

kemampuan kebijakan untuk menyediakan solusi jangka panjang bagi masalah kemiskinan 

tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dignitas manusia juga menjadi fokus 

utama, di mana penelitian ini menilai bagaimana kebijakan menghormati dan meningkatkan 

rasa hormat terhadap individu yang terdampak oleh kemiskinan. Terakhir, indikator 

keterlibatan masyarakat menilai seberapa besar kebijakan tersebut menciptakan ruang bagi 

partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan, evaluasi, dan reformasi kebijakan pengentasan 

kemiskinan. Keseluruhan indikator ini diintegrasikan dalam penelitian untuk memastikan 

bahwa kebijakan tidak hanya efektif mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga dilaksanakan 

dengan cara yang etis dan mendukung kesejahteraan dan martabat semua warga Kabupaten 

Bima. 

Transparansi Proses Kebijakan 

Transparansi dalam proses kebijakan publik merupakan prinsip etika fundamental yang 

mendukung integritas dan kepercayaan dalam pemerintahan. Dalam konteks kebijakan publik, 

transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan proses 

pengambilan keputusan, alasan di balik keputusan tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut 

diimplementasikan. Transparansi ini penting karena memungkinkan warga negara untuk 

memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah, yang secara langsung mempengaruhi 

tingkat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi publik. 

Dengan adanya transparansi, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam 
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proses pembuatan kebijakan, yang tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut 

tetapi juga menguatkan demokrasi partisipatif. Lebih jauh, transparansi mengurangi risiko 

korupsi, favoritisme, dan penyalahgunaan wewenang, karena setiap tindakan pemerintah yang 

dibuat terbuka untuk ditinjau oleh masyarakat dan media. Ini juga berperan dalam 

meningkatkan kepercayaan publik, karena pemerintah yang transparan cenderung dilihat 

sebagai lebih jujur dan adil. Dalam konteks pengentasan kemiskinan atau isu sosial lainnya, 

transparansi dalam kebijakan memastikan bahwa program-program yang dirancang benar-

benar mencapai kelompok sasaran dan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya penting sebagai 

prinsip etis dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik, tetapi juga sebagai alat vital 

untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan dalam tata kelola pemerintahan. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transparansi dalam proses kebijakan publik 

merupakan aspek krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima. 

Keterbukaan ini mempengaruhi bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan 

dievaluasi, serta menentukan tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap 

pemerintah daerah. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, transparansi membantu 

memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menggambarkan dan mengatasi 

kebutuhan riil masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Ketika proses 

pembuatan kebijakan terbuka untuk disaksikan dan diawasi oleh publik, hal ini meminimalisir 

kemungkinan penyelewengan sumber daya dan korupsi, yang sering menghambat efektivitas 

program-program penanggulangan kemiskinan. Lebih dari itu, transparansi dalam kebijakan 

publik di Kabupaten Bima juga berarti bahwa informasi mengenai alokasi anggaran, kriteria 

penerima manfaat, dan hasil dari implementasi kebijakan dapat diakses oleh semua pihak yang 

berkepentingan. Ini menguatkan akuntabilitas dan memungkinkan masyarakat serta pemangku 

kepentingan lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi 

kebijakan. 

Namun, mengefektifkan transparansi dan etika dalam kebijakan publik, khususnya 

dalam pengentasan kemiskinan, menuntut lebih dari sekadar menyediakan akses informasi. Ini 

melibatkan pembangunan kapasitas yang sistematis baik pada level pemerintah maupun 

masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bima perlu memastikan bahwa pegawai negeri dan pejabat 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan implementasi kebijakan pengentasan 

kemiskinan memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip etika dan transparansi. Mereka 

harus dilatih untuk tidak hanya mengelola sumber daya dengan adil tetapi juga untuk 

berkomunikasi secara efektif dan terbuka dengan masyarakat tentang tujuan, proses, dan hasil 
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kebijakan. Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam pengawasan kebijakan. Ini termasuk 

memahami bagaimana mengakses informasi, menginterpretasikannya, dan menggunakannya 

dalam advokasi atau penyampaian umpan balik kepada pemerintah. Peningkatan kapasitas ini 

pada kedua sisi akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk transparansi dan akan 

memperkuat praktik tata kelola yang baik. 

Adopsi transparansi yang efektif juga memerlukan penggunaan teknologi dan inovasi 

dalam pengelolaan dan distribusi informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi, 

Kabupaten Bima memiliki peluang untuk memanfaatkan platform digital dalam meningkatkan 

transparansi kebijakan. Website resmi, portal data terbuka, dan media sosial bisa menjadi alat 

yang efektif untuk menyebarkan informasi kebijakan kepada masyarakat secara luas dan real-

time. Hal ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi tetapi juga memperluas 

jangkauan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh data terkait kebijakan 

pengentasan kemiskinan. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile dan platform interaktif 

lainnya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik dan 

pengawasan terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Teknologi ini juga dapat membantu 

pemerintah Kabupaten Bima dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih efisien 

untuk menilai efektivitas kebijakan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan 

demikian, pengintegrasian teknologi dalam praktek transparansi tidak hanya memperkuat tata 

kelola yang baik tetapi juga meningkatkan kesempatan untuk kebijakan yang lebih responsif 

dan inklusif. 

Keadilan Distributif 

Keadilan distributif sebagai prinsip etika dalam kebijakan publik sangat penting karena 

menyangkut cara sumber daya dialokasikan dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa 

kebijakan harus mempromosikan distribusi yang adil dari manfaat dan beban di antara semua 

anggota masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, keadilan distributif memastikan bahwa 

tidak ada kelompok atau individu yang secara tidak proporsional menanggung beban atau 

secara tidak adil menerima lebih sedikit manfaat dari yang lainnya. Hal ini sangat relevan 

dalam kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, akses ke layanan umum, dan 

perlindungan sosial, di mana kesetaraan akses dan keadilan dalam distribusi sumber daya dapat 

secara langsung mempengaruhi kualitas hidup dan peluang yang tersedia bagi individu. 

Misalnya, dalam kebijakan pendidikan, prinsip keadilan distributif akan memandu alokasi 

sumber daya sehingga semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi atau geografis mereka, 

memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Prinsip ini juga penting dalam konteks fiskal, di 
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mana kebijakan perpajakan dan alokasi anggaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

mendistribusikan beban pajak dan manfaat pengeluaran pemerintah secara adil di antara 

berbagai kelompok masyarakat. 

Pentingnya keadilan distributif juga terlihat dalam konteks pengembangan kebijakan 

yang lebih luas, seperti dalam perencanaan perkotaan dan kebijakan lingkungan. Misalnya, 

kebijakan yang berkaitan dengan perumahan dan pembangunan infrastruktur harus 

memperhitungkan kebutuhan kelompok rentan dan mencegah segregasi atau marginalisasi 

yang tidak proporsional dari beberapa komunitas. Dalam konteks lingkungan, keadilan 

distributif mengharuskan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi perubahan iklim atau polusi 

tidak hanya efektif tetapi juga adil, memastikan bahwa komunitas yang paling sedikit 

berkontribusi terhadap masalah lingkungan tidak menanggung beban yang tidak seimbang dari 

dampak negatif. Oleh karena itu, keadilan distributif tidak hanya fundamental dalam 

meningkatkan efektivitas kebijakan publik, tetapi juga esensial untuk menjaga legitimasi dan 

keadilan sosial dalam pemerintahan. Melalui penerapan keadilan distributif, pemerintah dapat 

memperkuat kepercayaan publik dan dukungan untuk inisiatif kebijakan, yang pada gilirannya 

memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keadilan distributif sebagai pilar etika kebijakan 

publik telah menjadi fokus utama di Kabupaten Bima dalam mengatasi disparitas ekonomi dan 

sosial yang signifikan di wilayah tersebut. Inisiatif pemerintah lokal telah melibatkan program-

program yang dirancang untuk memastikan alokasi sumber daya yang lebih adil dan inklusif, 

terutama dalam sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan akses infrastruktur. 

Dalam sektor kesehatan, misalnya, pemerintah Kabupaten Bima telah mengimplementasikan 

program subsidi kesehatan yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih 

baik dan terjangkau kepada warganya, terutama mereka yang berasal dari keluarga 

berpendapatan rendah. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses 

terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang sering kali dilihat sebagai domain dari 

mereka yang berada di strata ekonomi lebih tinggi. Upaya ini telah disambut dengan baik oleh 

masyarakat, yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang lebih adil dan inklusif. 

Namun, implementasi prinsip keadilan distributif dalam kebijakan publik tidak tanpa 

tantangan. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah resistensi dari beberapa kelompok 

masyarakat yang mungkin merasa kehilangan keuntungan relatif mereka akibat redistribusi 

sumber daya. Ini sering kali muncul dalam bentuk protes atau kritik terhadap program 

pemerintah yang dirancang untuk membantu kelompok yang lebih marginal. Selain itu, kendala 

dalam administrasi dan logistik seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan yang efisien. 
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Misalnya, dalam distribusi bantuan sosial, kesalahan data dan kesulitan dalam menjangkau 

lokasi terpencil menjadi penghalang dalam mencapai distribusi yang benar-benar adil. 

Pemerintah Kabupaten Bima, dengan sumber daya yang terbatas, terkadang berjuang untuk 

menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang sangat bervariasi, dari daerah pesisir 

hingga pegunungan yang sulit diakses. 

Di sisi lain, keberhasilan program-program tertentu telah menjadi bukti potensi positif 

dari keadilan distributif. Contoh kasus yang baik adalah pengembangan program pertanian 

yang memberikan bantuan dan pelatihan kepada petani kecil di Kabupaten Bima. Program ini 

tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan para petani, tetapi juga memperkuat 

komunitas pertanian dengan menyediakan akses ke teknologi pertanian modern dan pasar. Efek 

dari kebijakan ini menyebar lebih luas daripada sekadar peningkatan ekonomi lokal; mereka 

juga membantu dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap fluktuasi ekonomi dan 

bencana alam, yang seringkali memukul lebih keras di komunitas yang kurang beruntung. Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang konsisten, 

kebijakan yang berorientasi pada keadilan distributif dapat membuat perubahan substansial 

yang berkelanjutan. 

Pentingnya pendekatan yang berbasis pada masyarakat dalam merancang dan 

melaksanakan kebijakan distributif tidak bisa diabaikan. Dalam banyak kasus, keterlibatan 

langsung komunitas lokal telah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan 

program. Misalnya, program pengelolaan sumber daya air yang melibatkan masyarakat 

setempat dalam perencanaan dan pengelolaan dapat lebih efektif dibandingkan dengan solusi 

yang top-down. Pendekatan ini memastikan bahwa program tidak hanya sensitif terhadap 

kebutuhan spesifik dari komunitas yang berbeda tetapi juga memberdayakan warga sebagai 

pemangku kepentingan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber dayanya. Keterlibatan ini 

juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas hasil kebijakan, yang 

pada gilirannya mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam 

jangka panjang. Kabupaten Bima telah melihat manfaat dari pendekatan inklusif ini, khususnya 

dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dan layanan komunal. 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip etis kunci yang mendasari kesuksesan 

kebijakan publik. Prinsip ini menekankan pentingnya pejabat dan lembaga pemerintah untuk 

bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, memastikan bahwa semua kegiatan 

dilakukan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya terbatas 

pada pemenuhan standar dan regulasi; lebih jauh, ia mengharuskan pemerintah untuk 
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menjawab secara terbuka dan jujur atas pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh masyarakat. 

Hal ini sangat penting dalam konteks pengembangan dan implementasi kebijakan publik, di 

mana kepercayaan masyarakat merupakan aset yang tidak ternilai. Tanpa kepercayaan ini, 

kebijakan publik mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan luas, yang 

pada akhirnya bisa mengurangi efektivitasnya. Selain itu, akuntabilitas juga membantu 

memperkuat integritas sistem pemerintahan, mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan 

kekuasaan dengan menempatkan sistem pengawasan dan kontrol yang efektif. 

Dalam konteks pengembangan kebijakan, akuntabilitas memfasilitasi proses yang 

transparan dan dapat ditelusuri, yang memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap 

efektivitas kebijakan tersebut. Pejabat publik yang bertanggung jawab atas rancangan dan 

implementasi kebijakan harus dapat memberikan penjelasan yang mendetail tentang 

bagaimana keputusan diambil dan dana digunakan. Hal ini termasuk menyediakan akses 

kepada dokumen-dokumen terkait dan data pendukung yang memungkinkan pihak independen 

atau masyarakat umum untuk melakukan pemeriksaan dan analisis. Keberadaan mekanisme 

feedback yang robust, di mana warga negara dapat memberikan masukan atau mengajukan 

keluhan terkait kebijakan yang diterapkan, juga merupakan aspek penting dari akuntabilitas. 

Ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan melalui koreksi dan penyesuaian yang 

berbasis data dan fakta, tetapi juga menguatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat, yang 

mana adalah esensi dari pemerintahan yang demokratis dan responsif. Akhirnya, penerapan 

akuntabilitas dalam setiap fase pengembangan kebijakan memastikan bahwa kebijakan tersebut 

tidak hanya sesuai dengan tujuan awal tetapi juga mempertahankan adaptabilitas dan relevansi 

dalam menghadapi perubahan kondisi atau kebutuhan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Prinsip akuntabilitas dalam pengambilan 

kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bima adalah suatu aspek fundamental yang 

menentukan keefektifan dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial dan layanan kepada 

masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks ini mengharuskan para pejabat pemerintah dan 

lembaga terkait untuk tidak hanya mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga untuk 

menjawab secara terbuka atas keputusan dan tindakan mereka. Ini termasuk tanggung jawab 

untuk menyediakan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. 

Misalnya, dalam program bantuan pangan, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus dapat 

menunjukkan bagaimana bantuan tersebut didistribusikan, siapa yang menerima manfaat, dan 

bagaimana hasilnya diukur. Kualitas akuntabilitas di Kabupaten Bima secara langsung 

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan 

kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan. 
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Namun, mengimplementasikan akuntabilitas sering kali menemui berbagai tantangan 

etis dan praktis. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan informasi antara pemerintah 

dan masyarakat. Dalam banyak kasus, warga mungkin tidak memiliki akses yang cukup atau 

pemahaman tentang bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan, yang bisa 

mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan yang ada. Selain itu, adanya potensi konflik 

kepentingan di antara para pembuat kebijakan dapat mengaburkan garis antara tugas dan 

keuntungan pribadi, sehingga mempersulit implementasi kebijakan yang objektif dan adil. 

Misalnya, jika seorang pejabat yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan memiliki 

kepentingan dalam bisnis yang bisa menguntungkan dari kebijakan tersebut, ini bisa 

mempengaruhi keputusan yang diambil, mengorbankan kepentingan umum. Fenomena ini 

membutuhkan pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang kuat untuk memastikan 

bahwa semua tindakan dan keputusan dapat dijustifikasi dan dipertanggungjawabkan. 

Selanjutnya, pengawasan masyarakat adalah komponen penting dalam memperkuat 

akuntabilitas. Di Kabupaten Bima, ini bisa dilakukan melalui penguatan peran LSM dan 

organisasi masyarakat sipil yang dapat bertindak sebagai pengamat independen dalam proses 

pengambilan kebijakan. Mereka dapat membantu mengidentifikasi kesalahan atau 

penyelewengan dalam penerapan program kesejahteraan, serta menyediakan platform bagi 

masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keluhan. Proses ini, bagaimanapun, 

membutuhkan keterbukaan dan kolaborasi aktif dari pemerintah untuk menjadi efektif. 

Tantangan yang sering muncul adalah resistensi dari pihak berwenang yang mungkin merasa 

terancam oleh pengawasan eksternal atau kritik publik. Oleh karena itu, pembangunan 

kapasitas dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi vital 

dalam membangun fondasi akuntabilitas yang robust. 

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memainkan peran 

strategis dalam meningkatkan akuntabilitas di Kabupaten Bima. Pemanfaatan sistem online 

untuk pelaporan dan monitoring program kesejahteraan sosial bisa mempermudah pelacakan 

sumber daya dan penyaluran bantuan. Teknologi dapat membantu mengurangi birokrasi dan 

meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam distribusi layanan kepada masyarakat. Namun, 

tantangan etis seperti keamanan data dan privasi harus dikelola dengan hati-hati. Akses yang 

tidak terkendali atau penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan masalah baru dan 

mengikis kepercayaan publik yang telah dibangun. Keseimbangan antara transparansi dan 

perlindungan privasi adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung 

akuntabilitas tanpa mengorbankan hak-hak individu. Dengan demikian, pengembangan 

kebijakan dan praktik yang etis dalam penggunaan teknologi informasi akan sangat penting 
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dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang dapat dipercaya dan diakses oleh semua lapisan 

masyarakat di Kabupaten Bima. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang etis dan efektif sangat 

bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan distributif, dan akuntabilitas. 

Transparansi proses kebijakan memfasilitasi pengawasan publik yang lebih luas, meningkatkan 

partisipasi masyarakat, dan mengurangi potensi korupsi. Keadilan distributif memastikan 

bahwa sumber daya dialokasikan secara adil di antara semua kelompok masyarakat, khususnya 

yang paling rentan, sementara akuntabilitas memperkuat integritas sistem pemerintahan 

dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan. 

Keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan kebijakan tidak hanya meningkatkan relevansi 

dan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat legitimasi dan penerimaan kebijakan di mata 

publik. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa penguatan prinsip-prinsip ini dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima akan 

memperkuat kesejahteraan sosial dan martabat individu, mengarah pada pengentasan 

kemiskinan yang lebih berkelanjutan dan etis.  

Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas dan etika kebijakan pengentasan kemiskinan di 

Kabupaten Bima, beberapa saran strategis dapat diterapkan berdasarkan temuan penelitian. 

Pertama, peningkatan transparansi dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan 

melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dapat menyediakan akses publik ke data dan 

informasi terkait kebijakan secara real-time. Kedua, memperkuat sistem akuntabilitas dengan 

membentuk lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengaudit dan meninjau 

kebijakan dan pelaksanaannya, serta memperbaiki mekanisme pengaduan publik agar lebih 

responsif dan transparan. Ketiga, memperluas keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan 

kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi, melalui pembentukan forum partisipasi yang 

melibatkan perwakilan masyarakat, LSM, dan stakeholder lainnya. Keempat, fokus pada 

keadilan distributif dengan memastikan bahwa alokasi sumber daya diberikan secara adil dan 

prioritas diberikan kepada kelompok yang paling rentan. Terakhir, mengadakan evaluasi dan 

adaptasi kebijakan secara berkala untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif dalam 

mengatasi dinamika permasalahan kemiskinan yang berubah-ubah. Dengan menerapkan saran-

saran ini, diharapkan Kabupaten Bima dapat mengimplementasikan kebijakan pengentasan 
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kemiskinan yang tidak hanya berhasil mengurangi angka kemiskinan tetapi juga dilaksanakan 

dengan prinsip etika dan keadilan yang tinggi, meningkatkan kesejahteraan dan martabat 

semua warganya. 
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